BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR |2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN,
PENGOPERASIAN, DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

Menimbang

Mengingat

TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa Mahkamah Konstitusi Melalui Putasannya dengan
Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 17 November 2014 yang
dibacakan secara terbuka untuk umum pada 26 Mei 2015
telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
yang Memuat Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah 2% dari Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Menara Telekomunikasi;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan
pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang
Penataan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Lampung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Penataan, Pembangunan,
Pengoperasian, dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Daerah
Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
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Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
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24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 f
PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN
2011 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN,
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penataan,
Pembangunan, Pengoperasian, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi
didasarkan pada biaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

(2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa menara telekomunikasi dengan tarif retribusi.

(3) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan
formula RPMT = TP x TR
Ket :
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP = Tingkat Penggunaan Jasa
TR = Tarif Retribusi

(4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal o1 Junf 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 6( Juni 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KAB EN LAMPUNG TIMUR,

JI RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG : 15/LTM/2015
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